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ABSTRAK

Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang
Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur
oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi
unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak
terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan
(inbreng) dalam Persekutuan, juga terkait dengan maksud membagi keuntungan,
bertentangan norma mengenai honorarium Notaris, karena dalam pelaksanaan
jabatannya, Notaris tidak mencari dan membagi keuntungan. Penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari
data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik
penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, karakter hukum Persekutuan yang sesuai dengan pelaksanaan jabatan
Notaris adalah, Persekutuan dipandang secara terbatas sebagai kantor bersama,
yang mana masing-masing dari para Notaris memasukkan inbreng misalnya berupa
biaya listrik, alat tulis kantor, sewa bangunan, dan tenaga kebersihan. Kesemuanya,
dimanfaatkan untuk mengefisiensikan pengeluaran operasional dibandingkan
apabila mendirikan kantor secara mandiri, bukan untuk mencari dan membagi
keuntungan, tetapi terbatas kepada menerima manfaat dari inbreng tersebut.
Implikasi kekosongan hukum peraturan pelaksana Persekutuan Perdata Notaris
adalah ketidakpastian hukum karena ketentuan mengenai Persekutuan dalam UUJN-
P menjadi multitafsir terkait bentuk inbreng apa yang dimasukkan dan perihal frasa
“dengan maksud membagi keuntungan” yang bertentangan dengan pelaksanaan
jabatan Notaris. Kebijakan hukumnya di masa mendatang, demi kepastian hukum,
adalah dengan jalan menambah satu ayat dalam Persekutuan dalam UUNN
perubahan berikutnya yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
dijalankannya jabatan Notaris dalam bentuk Persekutuan diatur dalam Peraturan
Menteri. Selanjutnya, adalah dengan menambahkan penjelasan pasal, bahwa yang
dimaksud dengan “Persekutuan Perdata” adalah kantor bersama Notaris.

Kata Kunci : Karakter Hukum; Notaris; Persekutuan Perdata
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ABSTRACT

The regulation of Notary Civil Partnership according to the Amended Notary Act
(UUJN-P) is established according to the form regulated by Notaries basically
based on the provisions of Article 1618 of the Civil Code, but the elements of this
provision contain legal uncertainty because besides there is no regulation
regarding in what form something is included (inbreng) in the Partnership, it is
also related to the intention of sharing profits, contrary to the norm regarding
Notary honorarium, because in carrying out his position, Notaries do not seek and
share profits. This research is a normative legal research with the types and
sources of research materials obtained from secondary data collected through
literature studies, with a deductive conclusion drawing technique. The results of
this study indicate that the legal character of a Partnership that is in accordance
with the implementation of the Notary's position is that the Partnership is seen in a
limited way as a joint office, in which each of the Notaries includes inputs, for
example in the form of electricity costs, office stationery, building rent, and
cleaning labor. All of these are used to streamline operational expenses
compared to setting up an office independently, not to seek and share profits, but
are limited to receiving benefits from the investment. The implication of the legal
vacuum of the Notary Partnership implementing regulations is legal uncertainty
because the provisions regarding Partnership in the UUJN-P have multiple
interpretations regarding the form of inbreng included and regarding the phrase
"with the intention of sharing profits" which is contrary to the implementation of
the Notary's position. The legal policy in the future, for the sake of legal certainty,
is to add a paragraph in the Partnership to the following UUJN amendment which
states that further provisions regarding the implementation of the position of
Notary in the form of a Partnership is regulated in a Ministerial Regulation. Next,
is to add an explanation of the article that what is meant by "Partnership” is an
office with a Notary.

Keywords : Legal Character; Notary; Partnership
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi negara adalah memberikan pelayanan umum
kepada rakyat dengan mengakomodasi rakyat untuk memperoleh tanda
bukti atau dokumen hukum sebagai bukti yang sempurna yang
berkaitan dalam ruang lingkup hukum perdata yang diakui oleh Negara.
Untuk memenuhi keperluan tersebut secara fungsional diberikan
kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dengan demikian,
kehadiran jabatan Notaris seyogyanya diimplementasikan dalam bentuk
aturan hukum yang dibentuk oleh Negara dengan maksud untuk
melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat
autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.!

Pengaturan mengenai jabatan Notaris sebagaimana dimaksud
diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut UUJN-P).

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P mengatur mengenai kewenangan

Notaris, yang pada pokoknya yaitu berwenang untuk membuat akta

! Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama, hlm.2.



autentik. Bentuk-bentuk akta autentik sebagaimana dimaksud, menurut
ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, antara lain adalah mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

Selain mengenai kewenangan Notaris, UUJN juga mengatur
mengenai perihal lain seperti pada Bab IV mengenai Tempat
Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris. Khususnya pada
Bagian Pertama (Kedudukan), pada Pasal 20 UUJN mengatur mengenai
perserikatan perdata Notaris, yang mana selengkapnya berbunyi :

“(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk
perserikatan perdata dengan tetap ~memperhatikan
kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan
jabatannya.

(2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam
menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Khususnya terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU]JN diatas, maka
ketentuan dalam bentuk Peraturan Menteri yang dimaksud adalah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan

Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya disebut

PerMenKumHAM 12/2010). Dalam PerMenKumHAM 12/2010 ini



mengatur mengenai perserikatan perdata Notaris (Perserikatan),
sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut

Perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam

menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan

memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus
serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.”

Tujuan Perserikatan menurut ketentuan Pasal 2 PerMenKumHAM
12/2010 antara lain : meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang kenotarisan; meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman
Serikat; dan efisiensi biaya pengurusan kantor.

Tidak hanya mengatur mengenai pengertian-pengertian pokok
dan tujuan Perserikatan yang tertuang pada Bab I mengenai Ketentuan
Umum, PerMenKumHAM 12/2010 juga mengatur secara rinci
Perserikatan pada bab-bab berikutnya yaitu Bab II sampai dengan Bab
VII, masing-masing secara berututan yaitu mengenai : persyaratan
pendirian Perserikatan; hak, kewajiban, tanggung jawab dan
berakhirnya Teman Serikat; pengurusan Perserikatan; Perubahan Akta
Pendirian; pembubaran Perserikatan; dan ketentuan penutup.

Melihat terakomodasinya tujuan luhur dari Perserikatan melalui
instrumen hukum vyaitu PerMenKumHAM 12/2010, faktanya UUJN-P
berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUJN-P merubah ketentuan Pasal 20

UUJN khususnya merubah ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tetapi

menghapus ayat (3), sehingga berbunyi :



“(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk
persekutuan perdata dengan tetap ~memperhatikan
kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan
jabatannya.

(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.”

Berdasarkan ketentuan perubahan dalam UUJN-P diketahui bahwa
istilah Perserikatan diubah menjadi Persekutuan Perdata, dan
dihapusnya ketentuan pada ayat (3) yang mana pada UUJN sebelum
perubahan mengatur tentang Peraturan Menteri sebagai peraturan
pelaksana persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam
Perserikatan, dalam hal ini yaitu PerMenKumHAM 12/2010. Artinya,
ketentuan perubahan ini secara otomatis, menurut asas lex posterior
derogate lex priori?2, membuat PerMenKumHAM 12/2010 dinyatakan
dicabut, tidak berlaku, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara UUJN dengan
UUJN-P maka yang berlaku adalah UUJN-P. Tentu kemudian menjadi
permasalahan, apabila UUJN-P setelah merubah ketentuan Pasal 20 ayat

(1) dan ayat (2), demikian pula menghapus ayat (3), maka terdapat

kekosongan hukum terhadap peraturan pelaksana ketentuan tersebut.

2 Asas hukum lex posterior derogat lex priori berarti undang-undang yang
berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, maka jika
ada pertentangan undang-undang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan
tetap undang-undang yang baru. Lihat : Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Negara Di Indonesia, Yogyakarta : Ull Press, hlm. 34.



Katakanlah ketentuan pelaksana tersebut terakomodasi dengan
adanya ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUJN-P yang menyatakan bahwa
bentuk Persekutuan diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, tentu kembali menjadi pertanyaan
terkait ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan
acuan. Terlebih, UUJN-P dalam bagian Penjelasan® Pasal 20 menyatakan
bahwa ketentuan tersebut “Cukup jelas”, dalam artian bahwa
pembentuk undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang
tubuh tidak perlu diperjelas lagi, karena sudah jelas?. Katakanlah
kembali apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang
dimaksud, maka kemudian hal ini masih menjadi masalah dalam konteks
kepastian hukum, karena ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUJN-P hanya
membatasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam perihal
bentuk suatu Persekutuan. Sedangkan di sisi lain, PerMenKumHAM
12/2010 mengatur lebih rinci persyaratan menjalankan jabatan Notaris
dalam bentuk Perserikatan melalui 7 (tujuh) bab yang terkandung

didalamnya.

3 Bagian “Penjelasan” dalam peraturan perundang-undangan berfungsi antara
lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan.
Maria Farida Indrati Soeprapto menerangkan bahwa bagian Penjelasan merupakan
“interpretasi resmi” (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang
dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan
peraturan perundang-undangan. Karena berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk
peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka
Pejelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah
asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Lihat : Maria Farida Indrati
Soeprapto, 2007, IImu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya,
Yogyakarta : Kanisius, hlm. 144.

4 Ibid., hlm. 145.



Kembali pada perihal ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUJN-P yang
mengatur bahwa bentuk Persekutuan diatur (oleh para Notaris)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka karakter
Persekutuan adalah karakter sebagaimana ketentuan Pasal 1618 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang menyatakan bahwa
Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang
atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi
karenanya.

Apabila Perserikatan diganti dengan Persekutuan, maka didapati
permasalahan pada perihal konteks pengertian istilah perserikatan dan
persekutuan, apakah keduanya memiliki keserupaan atau kesamaan
karakteristik, khususnya apabila ditinjau dari konsep dan norma.
Kemudian, apabila ditinjau dari pengertian Persekutuan menurut
ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, maka terdapat suatu bentuk
ketidakpastian hukum, terkait sesuatu apa yang dimasukkan, apakah
modal, apakah barang, atau jasa, dan ketentuan apa yang digunakan
untuk menafsirkan sesuatu tersebut.

Perihal ketidakpastian hukum dan/atau pertentangan hukum lain
adalah, bahwa Persekutuan didirikan dengan maksud membagi
keuntungan. Sedangkan, seorang Notaris dalam memberi layanan jasa
pembuatan akta autentik secara mandiri memiliki rate honorarium

sebagai jasa profesi pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari



keuntungan dan terlebih membagi keuntungan. Oleh karena itu
bagaimana Notaris-Notaris dalam suatu Persekutuan membagi
keuntungan, sedangkan yang demikian bukanlah marwah dari
pelaksanaan jabatan Notaris.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUJN pada dasarnya telah memberi
arahan mengenai tujuan didirikannya Perserikatan sebagai kantor
bersama sebagaimana dijelaskan pada bagian Penjelasan ayat (1), tetapi
penjelasan serupa tidak dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN-P.
Bagaimanapun juga apabila penjelasan pasal ini dipertahankanoleh
UUJN-P, maka masih menjadi permasalahan ketidakpastian hukum baru
bahwa frasa “kantor bersama” ini menjadi multitafsir, karena tidak
memberi pengertian khusus kantor bersama, termasuk tidak didapati
penjelasan atas batasan kantor bersama tersebut dalam konteks apa,
apakah dalam konteks bersama dalam satu kantor dengan kemandirian
pelaksaan jabatan Notaris secara masing-masing dengan honorarium
masing-masing, atau beberapa Notaris hanya sebagai pemodal
operasional kantor dan Notaris lain sebagai pelaksana pembuatan akta
autentik, atau masing-masing Notaris berhak atas pembuatan akta
autentik dengan pembagian honorarium yang sama yang
diperhitungkan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada pokoknya ketentuan Pasal 20
UUJN-P telah menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan jabatan

Notaris dalam bentuk Persekutuan, demikian karena pada ayat (3)



ketentuan Pasal 20 UUJN-P yang dihapus, sedangkan sebelumnya pada
ketentuan Pasal 20 UUJN mengandung peraturan pelaksana
sebagaimana didapati pada ayat (3) ketentuan Pasal 20 UUJN. Hal ini
berdampak pada kekosongan hukum pelaksanaan jabatan Notaris
dalam bentuk Persekutuan. Di satu sisi, ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUJN-
P mengatur bahwa perihal pelaksanaannya adalah berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi
permasalahannya adalah ketentuan mana dalam peraturan perundang-
undangan mana. Sedangkan apabila dianalogikan, ketentuan yang
paling mendekati adalah ketentuan Pasal 1618 KUHPerd yang mengatur
mengenai Persekutuan. Tetapi apabila didasarkan pada ketentuan ini,
tetap terdapat problema kepastian hukum sebagai efek dari kekosongan
hukum, karena frasa mengenai “memasukkan sesuatu ke dalam
Persekutuan” dan frasa “dengan maksud membagi keuntungan yang
terjadi karenanya” menjadi multitafsir, mengenai sesuatu-sesuatu apa
yang dimaksukkan, serta keuntungan apa yang dibagi, sedangkan
dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak bersifat mencari keuntungan,
tetapi melayani masyarakat dalam kebutuhan masyarakat untuk
membuat akta.

Permasalahan terkait pelaksanaan jabatan Notaris dalam bentuk
Persekutuan diatas menarik untuk dikaji lebih mendalam secara
menyeluruh terkait bilamana karakteristik hukum Persekutuan telah

sesuai dengan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk implikasi



kekosongan hukum peraturan pelaksanana Persekutuan yang dihapus
instrumen hukumnya oleh UUJN-P, serta kebijakan hukumnya di masa
mendatang, apakah ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN diberlakukan
kembali melalui prosedur judicial review untuk memunculkan kembali
peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri, dengan konstruksi

pengaturan yang serupa dengan PerMenKumHAM 12/2010.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Persekutuan Perdata Notaris ?

2. Apakah karakter hukum yang sesuai untuk Persekutuan Perdata
Notaris ?

3. Bagaimana implikasi kekosongan hukum peraturan pelaksana
Persekutuan Perdata Notaris terhadap pelaksanaan jabatan
Notaris?

4. Bagaimana kebijakan hukum terhadap Persekutuan Perdata Notaris

di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis pengaturan Persekutuan Perdata Notaris.
2. Untuk menganalisis karakter hukum yang sesuai untuk Persekutuan

Perdata Notaris.



10

Untuk menganalisis implikasi kekosongan hukum peraturan
pelaksana Persekutuan Perdata Notaris terhadap pelaksanaan
jabatan Notaris.

Untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap Persekutuan

Perdata Notaris di masa mendatang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat

dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan

yang berkaitan dengan karakter hukum Persekutuan Perdata

Notaris.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan

dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat terkait dengan

kepastian hukum karakter hukum Persekutuan Perdata Notaris,
antara lain :

a. Bagi pemerintah dan unsur-unsur yang mewakili tindakan
pemerintah, yaitu sebagai referensi akademik yang dapat
dijadikan dasar dalam kebijakan hukumnya kedepan terkait
karakter hukum Persekutuan Perdata Notaris, agar
Persekutuan memiliki instrumen peraturan pelaksana yang

rinci dan dapat menjadi pedoman utama.
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b. Bagi Notaris sebagai pedoman dalam memahami dasar hukum
pelaksanaan jabatan Notaris dalam bentuk Persekutuan
Perdata, terkait pendirian, batasan tugas dan tanggung jawab,
pembubaran, dan lain-lain, agar para Notaris yang tergabung
dalam Persekutuan dengan maksimal memperoleh kepastian
dan perlindungan hukum dalam melayani masyarakat akan
kebutuhan pembuatan akta autentik.

c. Bagi masyarakat selaku Penghadap, yaitu sebagai wawasan
bahwa Persekutuan, walau bernaung dalam kantor bersama,
tetapi masing-masing Notaris yang akan dimintakan jasanya
tetap berpedoman dalam kemandirian pelaksanaan jabatan,
termasuk tetap merahasiakan data dan Lkepentingan
Penghadap terhadap Notaris lain yang tergabung dalam

kantor bersama.

E. Definisi Konsep
Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan

definisi konsep dalam penelitian ini, yaitu :

1. Notaris, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
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2. DPerserikatan Perdata Notaris, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1
PerMenKumHAM 12/2010 adalah perjanjian kerjasama para Notaris
dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris
dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan
mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.

3. Persekutuan Perdata, menurut ketentuan Pasal 1618 KUHPerd,
adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang
terjadi karenanya.

4. Kekosongan hukum, adalah keadaan atau peristiwa karena ada hal
yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak

dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu.®

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teori yang
menunjang pembahasan, yaitu :
1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian
hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau

5 Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematika Kedudukan dan
Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-
Undangan”, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 06, No. 01, Januari 2020, e-ISSN : 2614-1485,
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, hlm. 10.
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das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.®

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)
dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan
norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik
norma.’

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

6 Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Illmu
Hukum, Jakarta : Kencana, hlm.158.
7 C.S.T. Kansil, dkk., 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta : Kencana, hlm. 385.
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individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.®

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-
sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav
Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian
yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan
kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga
demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif
harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang
ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.®

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan
masalah mengenai pengaturan Persekutuan Perdata Notaris dan
kebijakan hukumnya di masa mendatang.
2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori badan
hukum, teori persekutuan perdata, dan teori kebebasan berkontrak.

a. Teori Badan Hukum

Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechts persoon) adalah

badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak,

8 Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,
Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

® Gustav Radbruch, dikutip dalam : Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum
(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 95.
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yang tidak berjiwa. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan
adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar
dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau
benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.!® Menurut
Willem Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan
hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama,
yang mana di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang
tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi
pemilik sebagai pribadi untuk masing- masing bagiannya dalam
satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai
pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga
setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang
terorganisasikan dalam badan hukum itu.!!

Secara umum, badan hukum diartikan sebagai organisasi atau
perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam
hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan
kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum
dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut
sebagai subyek hukum karena orang dan badan hukum

menyandang hak dan kewajiban hukum.!2

10 E. Utrecht, dikutip dalam : Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, Bandung : Alumni,
hlm. 18.

11 ' Willem Molengraaff, dikutip dalam : Chidir Ali, Badan Hukum, Ibid., hlm. 19.

12 Munir Fuady, 2002, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law &
Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2.
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Badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang
nyata dalam pergaulan hukum (eine leiblichgeistige lebensein heit).
Badan hukum yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya
dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut
misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia
yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya
atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak tersebut ditulis
di atas kertas (verbandpersoblich keit). Apa yang mereka (organen)
putuskan adalah kehendak dari badan hukum.!3

Dengan demikian, badan hukum bukanlah suatu hal yang
abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu
kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu
orgganisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia
biasa. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya
manusia. Jadi, badan hukum tidak berbeda dengan manusia.
Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau
perhimpunan orang adalah badan hukum. !4
b. TeoriPersekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari

burgerlijk maatschap (private partnership). Di dalam sistem common

13 Otto von Gierke, dikutip dalam : C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005,
Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1, Jakarta : Pradnya
Paramita, hlm. 5.

14 Ibid.
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law dikenal dengan istilah partnership. Persekutuan adalah suatu
bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.!5 Persekutuan perdata
menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian dua orang atau
lebih megikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke
dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang
diperoleh karenanya.

Dari ketenttuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik
beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata,
yaitu:

1) adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau

lebih;

2) masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke

dalam persekutuan; dan

3) bermaksud membagi keuntungan bersama.

c. Teori Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu
hukum yaitu “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti bahwa
kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun
dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-
batas kesusilaan dan ketertiban umum.!® Menurut Sutan Remy

Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang

15 David Kelly, dikutip daalam : Ibid., hlm. 13.
16 Abdul Kadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya
Bhakti, hlm. 21.
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menekankan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu
perjanjian untuk dapat menyetujui klausal-klausal dari perjanjian
tersebut, tanpa campur tangan pihak lain (arti dasar, yaitu tanpa
batas).!?

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
yang membuatnya. Tetapi, dalam membuat suatu kesepakatan para
pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-
undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
Jadi, bagaimanapun juga, asas kebebasan berkontrak yang diatur
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tetap ada batas-batasnya. Hal
ini disebabkan karena kesusilaan dan hukum tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itulah dalam Pasal 1337
KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Teori badan hukum, teori persekutuan perdata, dan teori
kebebasan berkontrak digunakan untuk menganalisis rumusan masalah
mengenai karakter hukum yang sesuai untuk Persekutuan Perdata

Notaris.

17 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian, Jakarta : Institut Indonesia, hlm. 11.
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3. Applied Theory

Applied theory pada tesis ini menggunakan teori penegakan
hukum. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan
penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap
orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya
masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.!8

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum
adalah penerapan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum.
Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksaan dari
peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum
merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai
dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut
kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan
yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu
bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian. !°

18 Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta : Rineka
Cipta, 1990, hlm. 58.

19 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 35.
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Menurut Soerjono Soekanto pula, efektifitas penegakan hukum
dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (undang-
undang); faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakkan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor
kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 2°

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan
masalah mengenai implikasi kekosongan hukum peraturan pelaksana

Persekutuan Perdata Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.2! Maksudnya
adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,
menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan

karakter hukum Persekutuan Perdata Notaris.

20 Jpid., hlm. 8.

21 Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan
disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat : Johny Ibrahim,
2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia, hlm. 47.
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2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti
aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.??2 Pendekatan
ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan
hukum yang mengatur Perserikatan dan Persekutuan Perdata.
Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
kepastian hukum karakter Persekutuan Perdata Notaris.

b. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau
menuju bagaimana konsep atau rancangan peraturan perundang-
undangan yang akan diberlakukan di masa mendatang.??
Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar
dan melihat bagaimana konsep kebijakan hukum terhadap
Persekutuan Perdata Notaris di masa mendatang, dalam rangka
terciptanya kepastian hukum terkait karakter hukum dan

pengaturan peraturan pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris.

22 Tohnny Ibrahim, 2003, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III,
Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

23 Michael Bogdan, 2010, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, terjemahan
Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123.
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder.
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan.?4 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum mengikat :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris; dan

3) peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk
memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan
primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh
para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam
penelitian ini.2%

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain

kamus, ensiklopedia, dan sebaginya yang yang ada

24 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra
Aditya Bakti, hlm. 122.
25 Ibid., hlm. 124.
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relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar
diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui
studi kepustakaan??’, terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan
hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang
diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa,
dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan
bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,
dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah
pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.?® Analisis kualitatif
digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum, untuk
kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta
menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi

substansinya.?°

26 Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm.144.

27 Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir,
2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

28[pid., hlm. 127.

29 Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil
penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang
ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.
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6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari
bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah
dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi®® terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan
hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi
kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang
dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan
hukum tersebut.
1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika
berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang
bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.3! Dalam
penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan
penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam
deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang
dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian
dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit
yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas

permasalahan hukum.32

30 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm.147.

81 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8

%2 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, hlm. 120.
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